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ABSTRAK 

Layanan pembiayaan digital yang beroperasi dengan model “beli 

sekarang, bayar nanti” (BNPL), seperti Shopee PayLater, mengalami 

lonjakan popularitas di Indonesia. Namun, tren ini secara 

bersamaan menghadirkan tantangan baru bagi kerangka hukum 

yang ada yang dirancang untuk melindungi konsumen. Konsumen 

sering menghadapi masalah seperti kontrak sepihak, kurangnya 

transparansi mengenai biaya, pelanggaran data pribadi, dan praktik 

penagihan yang tidak manusiawi. Artikel ini bertujuan untuk 

menganalisis sejauh mana sistem hukum Indonesia memberikan 

perlindungan yang efektif bagi pengguna Shopee PayLater. Studi 

ini menggunakan metode hukum normatif dengan menganalisis 

undang-undang dan peraturan yang relevan, termasuk Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, peraturan OJK, dan Undang-

Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, meskipun kerangka hukum secara teoritis telah ada, 

implementasinya masih kurang memadai dalam hal pengawasan, 

pendidikan hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh 

karena itu, sangat penting untuk memperkuat peraturan pelaksana, 

memastikan penegakan hukum yang konsisten, dan meningkatkan 

literasi digital konsumen guna membangun ekosistem fintech yang 

adil dan bertanggung jawab. 

 

Kata kunci: Shopee PayLater, Perlindungan Konsumen, Fintech, 

Data Pribadi, Kontrak Baku, OJK 

 

Abstract 

Digital financing services operating under the “buy now, pay later” 

(BNPL) model, such as Shopee PayLater, have seen a surge in popularity 

in Indonesia. However, this trend simultaneously presents new challenges 

to the existing legal framework designed to protect consumers. Consumers 

often face issues such as one-sided contracts, lack of transparency regarding 

fees, personal data breaches, and inhumane billing practices. This article 

aims to analyze the extent to which the Indonesian legal system provides 

effective protection for Shopee PayLater users. This study uses a normative 
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legal method by analyzing relevant laws and regulations, including the 

Consumer Protection Law, OJK regulations, and the Personal Data 

Protection Law. The results show that, although the legal framework is 

theoretically in place, its implementation is still inadequate in terms of 

supervision, legal education, and dispute resolution mechanisms. 

Therefore, it is imperative to strengthen implementing regulations, ensure 

consistent law enforcement, and improve consumer digital literacy in order 

to build a fair and responsible fintech ecosystem. 

 

Keywords: Shopee PayLater, Consumer Protection, Fintech, Personal 

Data, Standard Contract, OJK 

 

PENDAHULUAN 

Dalam sepuluh tahun terakhir, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah 

mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk sistem transaksi keuangan dan ekonomi. (Asnawi 

2022; Setiawan 2017) Kemunculan berbagai inovasi digital di bidang keuangan, yang disebut 

financial technology (fintech), menandai kemajuan ini. Seiring meningkatnya penetrasi internet 

dan pengguna telepon pintar, fintech berkembang pesat di Indonesia. Layanan pembayaran 

dengan skema Buy Now, Pay Later (BNPL), yang memungkinkan pelanggan membeli barang 

atau jasa secara instan dengan pembayaran yang dapat ditangguhkan di kemudian hari, adalah 

salah satu inovasi fintech yang paling populer saat ini. (Purwanto, Yandri, and Yoga 2022; 

Ummah 2019; Yudhira 2021) 

Shopee PayLater adalah salah satu contoh nyata dari implementasi skema BNPL dalam 

ekosistem e-commerce Indonesia. Layanan ini disediakan oleh PT Commerce Finance, yang 

bekerja sama dengan Shopee, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga yang 

mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan. Konsumen yang membutuhkan akses kredit 

jangka pendek dengan cepat dan tanpa agunan dapat menggunakan Shopee PayLater. Jumlah 

pengguna PayLater di Indonesia telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir, menurut 

beberapa survei. Fenomena ini menunjukkan pergeseran gaya hidup masyarakat, yang semakin 

bergantung pada sistem keuangan digital berbasis pinjaman. (Serenade, Gusniar, and Rahmasari 

2024) 

Namun, layanan Shopee PayLater tidak lepas dari berbagai masalah hukum, terutama 

yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Konsumen mengeluh tentang berbagai hal 

seiring meningkatnya penggunaan layanan ini. Ini termasuk ketidakterbukaan informasi tentang 

bunga dan denda, penyalahgunaan data pribadi, kontrak standar yang merugikan konsumen, 

dan metode penagihan yang intimidatif dari pihak ketiga. Ini menimbulkan pertanyaan penting 

tentang bagaimana undang-undang dapat memberikan perlindungan terbaik bagi pelanggan 

yang menggunakan layanan digital seperti Shopee PayLater. (Hadiputra 2024) 

Karena hubungan hukum yang tidak simetris antara mereka dan penyedia layanan 

keuangan berbasis digital seperti Shopee, konsumen berada dalam posisi yang tidak aman. 

Dengan kata lain, penyedia jasa memiliki kendali yang lebih besar atas informasi, syarat 

perjanjian, dan penegakan kewajiban, sementara pelanggan seringkali hanya dapat menyetujui 

semua ketentuan yang dibuat sepihak oleh perusahaan. Dalam teori hukum kontrak, ini dikenal 
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sebagai perjanjian standar, atau perjanjian standar. Meskipun sah secara hukum, tetapi jika tidak 

diatur dengan baik, dapat menyebabkan ketimpangan hukum. 

Perlindungan konsumen telah menjadi bagian dari legislasi Indonesia. Landasan hukum 

utama yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha 

adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). 

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi adalah undang-undang tambahan selain UUPK yang memberikan kerangka 

hukum bagi pelaku usaha fintech lending. (Arianti et al. n.d.) Menilai perlindungan data pribadi 

dan keamanan transaksi elektronik adalah bagian penting dari UU ITE dan peraturan 

turunannya. (Wibowo 2019) Namun demikian, muncul pertanyaan penting: apakah standar 

hukum saat ini cukup untuk melindungi konsumen digital, terutama mereka yang menggunakan 

layanan seperti Shopee PayLater? 

Oleh karena itu, tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk menganalisis bagaimana 

perlindungan hukum konsumen diwakili dalam struktur hukum positif Indonesia, khususnya 

dengan kaitannya dengan penggunaan Shopee PayLater. Isu-isu yang akan dibahas meliputi: (1) 

bentuk dan sifat hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan Shopee PayLater; (2) 

bagaimana hukum positif Indonesia mengatur hak konsumen terhadap informasi, persetujuan 

perjanjian, dan pelanggaran undang-undang, serta hak mereka untuk Dengan menjawab 

pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

konseptual untuk pengembangan hukum perlindungan konsumen digital di Indonesia. Selain 

itu, itu akan memberikan rekomendasi praktis untuk penyelenggara layanan dan regulator agar 

dapat membangun ekosistem fintech yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. 

 

METODE 

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif. Pendekatan ini melihat hukum sebagai kaidah normatif yang terkandung dalam 

undang-undang, prinsip, dan asas-asas. Metode ini berkonsentrasi pada analisis substansi 

hukum tertulis yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen dalam fintech, terutama 

layanan BNPL seperti Shopee PayLater. Tujuan penelitian yuridis normatif adalah untuk 

mengetahui apakah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pelanggan dan penyedia 

layanan memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan pihak yang lebih 

lemah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen dalam Layanan Shopee PayLater 

Salah satu pilar utama dari hukum ekonomi Indonesia adalah perlindungan hukum 

terhadap konsumen. Secara filosofis, perlindungan konsumen bertujuan untuk mengimbangi 

kepentingan pelaku usaha yang mengejar keuntungan dan kepentingan konsumen sebagai pihak 

yang rentan terhadap eksploitasi. Konsumen seringkali berada dalam posisi yang kurang 

informasi, kekuatan tawar, dan kontrol atas ketentuan hukum yang ditetapkan sepihak oleh 

perusahaan dalam relasi bisnis yang tidak seimbang. (Zulkifli, Fauzi, and Pratama 2022) Karena 

itu, negara hadir dengan berbagai alat hukum untuk mengoreksi ketidaksesuaian tersebut.  
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) 

mengatur standar perlindungan konsumen di Indonesia. (Agus 2018) Dalam undang-undang ini, 

konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, memiliki keamanan saat 

menggunakan produk atau layanan, memilih, dan didengar pendapatnya selama proses 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan konsumen. Dalam Pasal 4 UUPK, hak-hak 

tersebut disebut sebagai prinsip dasar yang harus dijamin oleh pelaku usaha. 

Shopee PayLater, bagian dari kemajuan teknologi keuangan (fintech), mengubah kerangka 

hukum perlindungan konsumen. Konsumen layanan ini berinteraksi dengan penjual dan 

penyedia pembiayaan berbasis algoritma. Ketika Anda menggunakan layanan Shopee PayLater, 

syarat-syaratnya ditulis dalam bentuk perjanjian standar. Pelanggan hanya diberi pilihan untuk 

menyetujui, tanpa ruang untuk perselisihan. Prinsip kesetaraan dalam kontrak, yang diatur 

dalam Pasal 1320 KUHPerdata, sangat dipengaruhi oleh fenomena ini. 

Selain itu, Pasal 18 UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memasukkan klausul 

yang membebaskan atau membatasi hak konsumen secara sepihak. (Satory 2015) Namun, dalam 

praktiknya, klausul sepihak sering ditemukan dalam perjanjian PayLater, seperti yang 

memungkinkan penyedia layanan mengakses data pribadi, memotong saldo dompet digital 

secara otomatis, atau menonaktifkan akun tanpa pemberit. Karena syarat dan ketentuan ditulis 

dalam bahasa hukum yang teknis, panjang, dan seringkali membingungkan, konsumen yang 

menyetujui kontrak tersebut seringkali tidak memahami sepenuhnya konsekuensi hukum yang 

timbul.  

Oleh karena itu, undang-undang Indonesia sebenarnya memberikan perlindungan 

konsumen yang cukup. Namun, ketika undang-undang tersebut diterapkan pada layanan 

keuangan digital seperti fintech, muncul masalah besar, seperti kurangnya koordinasi aturan, 

kurangnya pengawasan pemerintah, dan kurangnya pemahaman konsumen tentang hukum. 

Oleh karena itu, hukum harus mampu mengikuti kemajuan teknologi dan memastikan bahwa 

semua orang, termasuk pengguna internet, tetap terlindungi.  

 

B. Kewajiban Hukum Penyedia Layanan dan Perlindungan Data Pribadi Konsumen  

Perkembangan fintech pembiayaan seperti Shopee PayLater telah mengubah hubungan 

antara bisnis dan pelanggan. Dalam model konvensional, bisnis menjual barang atau jasa dengan 

uang tunai. Namun, karena ada sistem Buy Now, Pay Later (BNPL), pelaku usaha juga bertindak 

sebagai lembaga pembiayaan, bahkan tanpa status keuangan resmi. (Purwanto, Yandri, and Yoga 

2022) Ini menimbulkan tanggung jawab hukum yang lebih besar bagi penyedia layanan dalam 

hal transparansi transaksi dan perlindungan data pelanggan.  

Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah salah satu instrumen penting dalam 

undang-undang Indonesia yang mengatur kewajiban penyedia layanan pembiayaan fintech. 

Menurut aturan ini, penyedia layanan wajib memberikan informasi yang akurat, ringkas, dan 

mudah dipahami kepada pelanggan. (Riyono 2020) Tingkat bunga, denda keterlambatan, tenor 

pinjaman, biaya tambahan, dan risiko penggunaan layanan disertakan dalam informasi ini.  

Namun, survei dan laporan konsumen menunjukkan bahwa banyak pengguna Shopee PayLater 

merasa "terjebak" karena tidak tahu berapa banyak biaya yang harus mereka bayar. Tidak hanya 

kelalaian pengguna yang menyebabkan ketidaktahuan ini, tetapi Shopee juga tidak memiliki 

mekanisme komunikasi dan pelatihan yang baik.  
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Sebaliknya, data pribadi telah berkembang menjadi komoditas penting dalam ekosistem 

digital. Algoritma kredit Shopee PayLater menggunakan daftar kontak, lokasi geografis, dan 

riwayat pembelanjaan untuk membuat keputusan. Banyak kali, persetujuan yang jelas dan 

spesifik tidak disertai dengan akses ke data tersebut. Tidak ada opsi yang diberikan kepada 

pengguna untuk membatasi jenis data apa yang dapat diakses oleh aplikasi. Hal ini melanggar 

standar perlindungan data pribadi internasional, yaitu prinsip pengolahan data berdasarkan 

persetujuan. Karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi 

(UU PDP), penyedia layanan seperti Shopee harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari 

pelanggan, menjelaskan tujuan pengumpulan data, dan menyediakan cara bagi pelanggan untuk 

menarik kembali persetujuan mereka. (Suryanto and Riyanto 2024) Penyedia layanan juga 

bertanggung jawab untuk menjaga sistem elektronik yang digunakan untuk menyimpan dan 

memproses data pribadi. Mereka juga wajib melaporkan kepada otoritas terkait dan pengguna 

tentang setiap kebocoran data. Jika seseorang melanggar ketentuan ini, mereka dapat dikenakan 

sanksi administratif, seperti denda, penghentian layanan, atau bahkan sanksi pidana.  

 

C. Etika Penagihan dan Potensi Pelanggaran terhadap Hak Konsumen 

Praktik penagihan utang yang tidak etis adalah masalah yang paling sering menyebabkan 

kerugian non-material bagi pelanggan Shopee PayLater. Penyedia layanan sering menyerahkan 

proses penagihan kepada pihak ketiga, seperti agen penagih atau penagih hutang, ketika 

pelanggan tidak membayar. Dalam kenyataannya, metode penagihan yang digunakan biasanya 

bersifat keras, mengancam, dan merusak martabat konsumen. Misalnya, mengirimkan pesan ke 

daftar kontak pengguna yang memberi tahu mereka tentang utang yang belum dibayar, 

penggunaan kata-kata kasar, atau ancaman melaporkan kepolisian. Praktik tersebut melanggar 

etika bisnis dan mungkin juga melanggar hukum pidana. Misalnya, Pasal 310 KUHP mengatur 

pencemaran nama baik, dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE melarang penyebaran 

informasi elektronik yang menyerang kehormatan seseorang.(Deviani et al. 2024) Sementara itu, 

UU PDP memungkinkan hukuman atas penyalahgunaan data pribadi tanpa dasar yang sah.  

Tanggung jawab pelaku usaha tidak dapat dilepaskan hanya karena tindakan dilakukan 

oleh pihak ketiga dalam hukum perdata. Sehubungan dengan tanggung jawab vikarius, yang 

diatur dalam Pasal 1367 Kode Hukum Perdata, pemberi kerja bertanggung jawab atas tindakan 

yang dilakukan oleh bawahannya atau agennya selama mereka masih bekerja di tempat 

kerja.(Saputri 2024) Oleh karena itu, Shopee tetap bertanggung jawab penuh atas akibat hukum 

dari tindakan yang dilakukan oleh mitra penagihan mereka.  

Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.07/2014 menetapkan bahwa penyedia layanan keuangan 

harus menerapkan prinsip kesopanan, kehormatan, dan kemanusiaan saat melakukan 

penagihan. OJK juga merekomendasikan agar penyelenggara fintech membuat kode etik internal 

dan mendidik petugas penagih tentang prinsip moral dan hukum.  

Namun, pengawasan agen penagih sangat lemah. Tidak ada sistem sanksi administratif 

yang jelas untuk pelaku usaha yang mengabaikan etika penagihan. Konsumen seringkali tidak 

tahu ke mana harus mengadu ketika mereka diintimidasi. Hal ini menunjukkan bahwa aturan 

tidak jelas dan kontrol negara lemah dalam hubungan ekonomi digital yang melibatkan 

pelanggaran hak-hak konsumen dasar. 
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D. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Tantangan Akses Keadilan 

Setiap transaksi ekonomi memiliki kemungkinan untuk menimbulkan sengketa. Oleh 

karena itu, sistem hukum yang ideal harus menawarkan metode penyelesaian yang efisien, 

murah, dan adil. Salah satu masalah paling umum dengan Shopee PayLater adalah tagihan yang 

berlebihan, pemotongan saldo tanpa izin, kesalahan sistem, atau intimidasi selama proses 

penagihan. Sayangnya, sebagian besar pelanggan menolak untuk mengambil tindakan hukum 

dalam kasus ini karena kurangnya informasi, waktu yang terbatas, biaya, dan keyakinan bahwa 

pengaduan mereka tidak akan dianggap serius.(Triningrum 2024) 

Konsumen memiliki hak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui lembaga 

penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 

(BPSK), menurut Pasal 45 UUPK. Namun, BPSK masih sangat terbatas dalam menangani 

sengketa digital. Ini disebabkan oleh kekurangan otoritas, keterbatasan tenaga kerja, dan 

kurangnya regulasi turunan yang secara khusus mengatur sengketa layanan digital.  

Sebaliknya, jalur litigasi tidak cocok untuk sengketa PayLater karena jumlah sengketa 

yang sangat kecil dibandingkan dengan biaya pengadilan. Selain itu, konsumen enggan 

mengikuti jalur tersebut karena proses pengadilan yang panjang dan sulit. Akibatnya, sejumlah 

besar pelanggan akhirnya menyerah dan membayar meskipun mereka merasa diperlakukan 

dengan tidak adil. 

Fenomena ini menunjukkan bahwa konsumen tidak lagi memiliki akses ke keadilan 

digital. Oleh karena itu, pengembangan platform resolusi sengketa digital yang mudah 

digunakan dan terintegrasi dalam aplikasi fintech yang diawasi oleh OJK dan Kementerian 

Komunikasi dan Informatika diperlukan. Selain itu, negara harus meningkatkan peran Lembaga 

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk membantu konsumen secara 

hukum. LPKSM juga harus mendorong pembentukan forum class action untuk menangani 

pelanggaran massal oleh penyedia layanan digital. 
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KESIMPULAN 

Meskipun sistem hukum nasional sebenarnya memiliki instrumen normatif yang cukup 

lengkap, perlindungan hukum terhadap konsumen Shopee PayLater masih menghadapi 

beberapa masalah besar, seperti yang ditunjukkan dalam diskusi. Untuk menjamin hak 

konsumen terhadap informasi, keadilan kontraktual, keamanan data pribadi, dan perlakuan 
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yang layak dalam transaksi keuangan digital, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, dan Undang-Undang 

Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menetapkan standar dasar.  

Namun, ada perbedaan antara peraturan hukum dan praktik layanan Shopee PayLater. 

Konsumen diposisikan dengan lemah ketika perjanjian baku digunakan, yang tidak 

memungkinkan perundingan. Dalam hal keterbukaan informasi, pelanggan seringkali tidak 

menerima penjelasan yang jelas, lugas, dan mudah dipahami tentang bunga, denda, dan risiko 

layanan. Menurut UU PDP, pengendali data harus mengikuti prinsip legalitas dan persetujuan 

eksplisit, tetapi penyalahgunaan dan pengambilan data secara tidak transparan masih sering 

terjadi dalam hal perlindungan data pribadi. 

Selain itu, dalam hal penagihan, banyak konsumen menghadapi tekanan dari pihak 

ketiga kolektor hutang yang menggunakan metode yang menakutkan dan bahkan melanggar 

hukum untuk menagih mereka. Sebagai prinsipal, Shopee bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa praktik penagihannya sesuai dengan hukum dan etika. Sebaliknya, 

kurangnya pengetahuan konsumen, kegagalan BPSK, dan hambatan struktural dalam proses 

litigasi yang panjang dan mahal membuat proses penyelesaian sengketa menjadi kurang 

tersedia. Ini menunjukkan bahwa konsumen digital tidak memiliki akses yang sama.  

Oleh karena itu, keamanan pelanggan Shopee PayLater kurang efektif dari segi hukum, 

prosedur pengawasan, dan implementasi. Untuk mengurangi ketimpangan dalam hubungan 

hukum antara pelaku usaha digital dan konsumen, diperlukan penguatan regulasi turunan, 

peningkatan pengawasan oleh OJK, dan peningkatan literasi hukum dan digital. Sebuah 

ekosistem fintech di Indonesia hanya dapat berkembang secara sehat, adil, dan bertanggung 

jawab jika ada penegakan hukum yang menyeluruh dan berpihak pada keseimbangan.  
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